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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era reformasi ini, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk 

lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah diharapkan 

mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal itu tentu 

saja harus sejalan dengan pelaporan keuangan yang mampu 

menyediakan informasi-informasi yang relevan. Pengelolaan 

keuangan daerah sebenarnya sudah ada sejak era pra-reformasi yang 

didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Sistem yang 

digunakan sebelum masa reformasi yaitu hanya sebatas sistem 

pencatatan sederhana berupa sistem tata buku tunggal dan 

menggunakan dasar pencatatan kas (cash basic) yang masih banyak 

memiliki kelemahan. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan-

perubahan mendasar yang terjadi pada tata kelola keuangan daerah. 

Pasca reformasi terjadi pergeseran pengelolaan APBD, salah satunya 

dengan munculnya sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang 

kemudian menggantikan sistem pembukuan tunggal yang berjalan 

selama pra reformasi. Selanjutnya di era reformasi lanjutan, munculah 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan 

Permendagri Nomor 59  Tahun 2007, dan diubah lagi dengan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai implementasi atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan 

pelaksanaan amanat undang-undang yang terbaru. Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagai Standar Akuntansi 

Pemerintahan resmi dikeluarkan oleh KSAP. Perubahan paling akhir 

adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
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2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yang 

akhirnya menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Melalui penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, 

lengkap dan informatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Selain itu, kinerja pemerintah dapat dievaluasi oleh semua 

pihak sehingga tujuan utama mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat 

tercapai. Untuk itu diperlukan referensi-referensi pengetahuan 

mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah sehingga mereka 

yang ingin memahami secara mendalam dapat dengan mudah 

memperoleh pemahaman dari berbagai macam sumber. Buku ajar ini 

menampilkan prosedur pelaporan keuangan mulai dari dokumen 

pelaksana anggaran, contoh-contoh transaksi SKPD dan PPKD, dan 

kertas kerja sampai pada pelaporan keuangan konsolidasi. Dengan 

begitu mahasiswa tentunya dapat menggunakan buku ajar ini sebagai 

bahan praktek dan latihan-latihan dalam memahami Akuntansi 

Pemerintah Daerah. 

B. Tujuan 

Tujuan buku ajar ini adalah dengan memberikan referensi 

mengenai sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah. Selain itu 

digunakan sebagai bahan praktek dalam melatih mahasiswa sehingga 

membuat langkah-langkah dan proses sebuah transaksi pemerintah 

daerah sampai menjadi laporan keuangan. 

C. Ruang Lingkup 

Buku ajar ini berisi proses penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah dan pemahaman secara teknis lebih khusus pada 

pelaporan keuangan SKPD dan PPKD sampai menjadi laporan 

keuangan konsolidasi. Dimulai dari pemahaman akan jenis dan bentuk 
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laporan keuangan pemerintah daerah dan dilanjutkan pada praktek 

berupa contoh transaksi, analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan 

penyesuaian akhir tahun, posting ke buku besar, penyusunan neraca 

saldo, dan kemudian penyusunan laporan keuangan. 

D. Manfaat  

Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melatih 

kemapuan mahasiswa dalam menganalisis transaksi keuangan 

pemerintah daerah baik SKPD maupun PPKD dan memprosesnya 

sampai menjadi laporan keuangan. 

E. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar 

Bacalah terlebih dahulu pendahuluan, latar belakang, tujuan, 

ruang lingkup, manfaat, petunjuk penggunaan buku, setelah itu baca 

dan pahami jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dan 

kemudian pahami serta analisis contoh-contoh transaksi keuangan 

pemerintah daerah. Terakhir, kerjakan kertas kerja yang terlampir 

sampai pada laporan keuangan konsolidasi.  
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